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Usaha depot air minum isi ulang berkembang sangat pesat di Kota Bandar 

Lampung. Air minum isi ulang memang sangat diminati oleh masyarakat karena 

harganya relatif murah. Tetapi pelaku usaha depot air minum isi ulang kurang 

begitu peduli tentang kualitas air minum yang diperdagangkannya. Sebagai contoh 

kasus berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dari 80 tempat 

usaha depot air minum isi ulang, hanya 26 yang sudah mengantongi izin  laik 

hygiene. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Kriteria air minum isi 

ulang yang memenuhi syarat kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, (2) 

Perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan (3) Peranan Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung dalam rangka pengawasan kualitas produksi depot air minum isi ulang. 

 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan. Pendekatan masalah 

dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah normatif terapan yaitu 

pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji penerapan atau 

implementasi ketentuan hukum normatif. Data dan sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Setelah data disusun secara 

sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara analisis 

kualitatif. 

 

Hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) Kriteria air minum isi ulang yang memenuhi 

syarat kesehatan adalah air minum yang memenuhi standar penetapan kualitas air 

minum, meliputi parameter fisik, bakteriologis, kimia, dan radioaktif sesuai 

Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 yang dibuktikan berdasarkan 

sertifikat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung kepada 

pemilik depot air minum isi ulang, baik berupa sertifikat izin laik hygiene maupun 

sertifikat hasil pemeriksaan rutin, yakni pemeriksaan bakteri, fisika dan kimia. (2) 

Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian standar mutu 

kualitas air minum isi ulang oleh pelaku usaha diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen, antara lain pasal 4 tentang hak konsumen, pasal 



7 tentang kewajiban pelaku usaha, pasal 8 tentang hal yang dilarang dilakukan 

oleh pelaku usaha dan pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha. Serta dalam 

Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 pasal 5 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan, pasal 6 tentang penarikan produk air minum dari peredaran, dan 

pasal 7 sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak 

memenuhi persyaratan kualitas air minum. (3) Peranan Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung dalam rangka pengawasan kualitas produksi depot air minum isi 

ulang yaitu dengan pengawasan secara pengamatan dan penilaian, pembinaan 

kepada pemilik dan operator, pemeriksaan fisik sarana dan pembinaan agar 

pemilik depot air minum isi ulang memeriksakan hasil produksinya ke 

laboratorium. Pemeriksaan bakteri dilakukan setiap 3 bulan dan pemeriksaan 

kimia dan fisika setiap 6 bulan dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara 

memeriksakan sendiri hasil produksinya ke laboratorium dan melaporkan hasilnya 

ke Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung agar air minum isi ulang selalu terjaga 

kualitasnya. 
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